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1. I. deskripsi karya 

  1. 	 Ini adalah video wawancara tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo. Wawancara tersebut membahas tugas dan prosedur 
standar operasional (SOP) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan PKL, serta aspek hukum terkait. Bapak Raden Novianto Koesno Adi Putro, 
S.H., adalah narasumber yang digunakan dalam wawancara ini yang menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP 
Kabupaten Sidoarjo dan memiliki keahlian dalam bidang tersebut, serta cara Satpol PP mengetahui jika ada PKL yang melanggar aturan mengenai 
larangan berjualan di lokasi terlarang, misalnya dengan patroli rutin setiap hari [1]. Dalam wawancara, juga dijelaskan tentang proses pengangkutan 
barang dagangan PKL oleh Satpol PP ke mobil yang disediakan, termasuk ke mana barang-barang tersebut dibawa dan apakah ada biaya administrasi 
yang dikenakan jika pemilik ingin mengambilnya. Sebelum barang diangkut, apakah sudah ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu serta 
sanksi yang dikenakan pada PKL yang sering melanggar peraturan. Selain itu, wawancara ini juga mengupas upaya pencegahan agar PKL tidak 
menjual dagangannya di area yang dilarang, serta solusi yang diterapkan Satpol PP agar PKL bisa tetap beroperasi tanpa melanggar aturan. Peran 
penting Satpol PP dalam melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan masyarakat juga dibahas dalam video ini.

  2. 	 Dalam implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo, secara garis besar terdapat beberapa pihak yang memiliki peranan penting 
dalam proses penegakan aturan ini, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penertiban, Kepolisian, 
serta Pemerintah Daerah. Perkembangan situasi sosial, ekonomi, dan tata kota di Sidoarjo menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait 
dengan keberadaan PKL [2]. Dalam konteks penertiban PKL, peran Satpol PP sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga ketertiban umum sangat 
penting. Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penertiban berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, serta membela hak-
hak masyarakat yang terlibat, baik pedagang maupun pengguna jalan [3]. Satpol PP juga harus memastikan bahwa penertiban dilaksanakan dengan 
prinsip keadilan, menjaga keseimbangan antara kepentingan para PKL dan kepentingan masyarakat secara luas, serta mematuhi prosedur yang telah 
ditetapkan.

  3. 	 Dalam upaya  menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di  Sidoarjo,  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  memiliki peran krusial dalam 
menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan proses penertiban  berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku  [4]. Sebagai bagian dari 
penegak hukum, Satpol PP memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai berbagai aspek penertiban PKL, termasuk pola pelanggaran 



yang sering terjadi, faktor penyebabnya, serta strategi penertiban yang efektif.

  4. 	 Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP sering kali dihadapkan pada dilema etis dan praktis yang kompleks, terutama dalam penertiban 
PKL yang sering berkonflik dengan hak-hak pedagang dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP harus 
menyeimbangkan antara penegakan aturan dan perlindungan hak-hak pedagang, serta mempertimbangkan solusi yang lebih manusiawi, seperti 
penyuluhan dan pemberian ruang bagi PKL yang memenuhi kriteria tertentu. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana Satpol PP menyeimbangkan 
antara tugas profesional mereka dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab etis dalam memberikan kesempatan bagi PKL untuk beroperasi sesuai 
dengan peraturan yang ada, serta bagaimana mereka menilai reformasi kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan 
memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

  5. 	 Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menjaga ketertiban 
pedagang kaki lima (PKL). dengan menggunakan teknik wawancara yang menyeluruh, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai tantangan yang 
dihadapi Satpol PP dalam proses penertiban serta menggali strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk 
memberikan wawasan tentang pendekatan yang diterapkan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, serta bagaimana mereka menangani situasi 
yang melibatkan pelanggaran peraturan oleh PKL, agar penertiban dapat berjalan dengan adil dan efektif.

2. II. pertanyaan dan hasil wawancara

1. Pertanyaan  tentang  Tugas  dari  Satuan Polisi Pamong  Praja 

 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)   bertugas menjaga  ketertiban  dan ketenteraman  umum serta penegakan Peraturan Daerah   (Perda). 
Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., Head of Operations Section Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa salah 
satu tanggung jawab Satpol PP adalah menjaga ketertiban para pedagang kaki lima yang menjual barang mereka di area terlarang, pengawasan 
bangunan tanpa izin, serta penindakan terhadap pelanggaran Perda lainnya. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam mendukung kebijakan 
pemerintah daerah dalam  menciptakan lingkungan yang tertib dan  aman bagi masyarakat [5]. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah 
Nomor 23 Tahun 2014,  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  diberi wewenang  untuk  melaksanakan  Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan 
Kepala Daerah   (Perkada). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 mengatur tugas dan kewenangan Satpol PP.

Dalam praktiknya, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, mulai dari resistensi masyarakat 
hingga keterbatasan sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, Satpol PP berupaya menegakkan aturan tanpa 
menimbulkan konflik yang berlebihan. Raden Novianto menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas, pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai 
instansi,  seperti  kepolisian, Dinas Perhubungan,  dan instansi terkait lainnya  untuk  memastikan ketertiban berjalan  efektif.  Selain melakukan 
penindakan, Satpol PP juga mengedepankan upaya sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya menaati Perda yang berlaku. Dengan demikian, 
diharapkan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga, sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah.

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan pendekatan mereka terhadap berbagai situasi di lapangan. Misalnya, 
dalam menangani pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang, Satpol PP tidak serta-merta melakukan penertiban dengan cara represif, tetapi 
lebih mengutamakan dialog dan pemberian solusi alternatif. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lokasi relokasi yang 
lebih layak sehingga para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban umum. Pendekatan yang lebih bersifat persuasif ini 
terbukti mampu mengurangi ketegangan antara aparat dan masyarakat, serta mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap 
peraturan daerah. Metode ini digunakan oleh Satpol PP dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih baik antara penegak hukum dan warga, serta 
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan kelompok tertentu.

Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti penertiban 
gelandangan dan pengemis, pengawasan terhadap tempat hiburan yang melanggar jam operasional, serta pencegahan peredaran minuman keras 
ilegal. Dalam menangani permasalahan ini, mereka tidak hanya bertindak berdasarkan penegakan hukum semata, tetapi juga berkoordinasi dengan 
instansi sosial untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif, seperti rehabilitasi atau pemberdayaan bagi individu yang terdampak. Upaya ini 
menunjukkan bahwa tugas Selain menjaga ketertiban, Satpol PP melakukan aktivitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. Dengan kombinasi strategi hukum dan kemanusiaan, diharapkan keberadaan Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo semakin diterima dan 
mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.


2. Pertanyaan tentang prosedur (SOP),  pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima 

Perundang-undangan seperti Baik  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  maupun  Peraturan Menteri Dalam  
Negeri  (Permendagri)  Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur   di Lingkungan Pemerintahan Daerah [6] memiliki dampak pada 
sistem peraturan  pedagang kaki lima (PKL)  di  Kabupaten Sidoarjo. Prosedur  penertiban,  menurut Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., Kepala 
Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo  dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, 
peringatan tertulis, hingga tindakan eksekusi apabila pedagang masih tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga 
ketertiban umum serta memastikan penggunaan ruang publik yang sesuai dengan regulasi, tanpa mengabaikan hak-hak pedagang kaki lima.

Dalam menjalankan tugas penertiban, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo lebih mengedepankan metode persuasif sebelum mengambil langkah represif. 
Sesuai dengan Pasal 255  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  Satpol PP ditugaskan  untuk menjaga ketertiban umum dan  ketenteraman  
masyarakat serta menegakkan peraturan daerah  (Perda) [7]. Oleh karena itu, sebelum penertiban dilakukan, para pedagang diberikan kesempatan 
untuk memindahkan barang dagangan mereka secara mandiri. Jika setelah beberapa kali peringatan mereka masih bertahan, barulah Satpol PP 
melakukan tindakan tegas dengan mengamankan barang dagangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga berkoordinasi 
dengan dinas terkait agar para PKL yang terdampak penertiban mendapatkan solusi, seperti relokasi ke tempat yang lebih sesuai atau program 
pembinaan usaha.

Penerapan kebijakan penertiban ini tidak hanya berdasar pada ketentuan nasional, tetapi juga mengacu pada regulasi daerah seperti Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam penertiban PKL adalah resistensi 
dari pedagang yang merasa kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga pendekatan humanis menjadi kunci dalam pelaksanaannya. Oleh karena 
itu, pemerintah daerah melalui Satpol PP terus berupaya menyeimbangkan antara kepentingan umum dan hak ekonomi masyarakat kecil dengan 
mengedepankan musyawarah serta solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, pedagang, 
dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.


3. Pertanyaan tentang cara satpol PP mengetahui adanya  pedagang kaki lima yang melanggar  aturan larangan berjualan di tempat yang dilarang

 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki  berbagai mekanisme untuk menemukan pelanggaran  yang dilakukan oleh pedagang kaki  lima  



(PKL)  di  area yang dilarang berjualan. Menurut Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP 
Kabupaten Sidoarjo, pemantauan dilakukan melalui patroli rutin yang dijadwalkan di berbagai titik strategis, serta laporan dari masyarakat yang 
disampaikan melalui kanal pengaduan resmi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di beberapa lokasi 
rawan pelanggaran juga membantu petugas dalam mendeteksi keberadaan PKL yang melanggar aturan. Satpol PP juga berkoordinasi dengan dinas 
terkait untuk memastikan penegakan aturan dilakukan dengan pendekatan persuasif sebelum tindakan tegas diambil.

Dalam menjalankan fungsinya,  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  mematuhi  Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.  
Menurut undang-undang ini, Satpol PP memiliki wewenang  untuk  memantau pelaksanaan  peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.   Menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011, Satpol PP harus menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan 
dengan cara yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengesampingkan 
kesejahteraan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal. 

Selain patroli rutin dan pemantauan melalui CCTV, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pendekatan preventif dalam menekan jumlah 
pelanggaran oleh PKL. Salah satu langkah yang ditempuh adalah sosialisasi secara berkala mengenai aturan berjualan di ruang publik, baik melalui 
pertemuan langsung dengan komunitas PKL maupun penyebaran informasi melalui media sosial dan spanduk di lokasi-lokasi strategis. Sosialisasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang mengenai peraturan yang berlaku serta memberikan solusi alternatif agar mereka tetap bisa 
menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan. Misalnya, pemerintah daerah telah menyediakan zona-zona khusus bagi PKL agar mereka tetap bisa 
berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Dengan cara ini, diharapkan ada keseimbangan antara kepentingan para pedagang dan kebutuhan 
masyarakat akan ruang publik yang tertib dan nyaman. 

Namun, apabila setelah diberikan peringatan dan sosialisasi masih terdapat PKL yang melanggar, Satpol PP berhak mengambil tindakan yang lebih 
tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Ketertiban Umum menjadi dasar bagi 
penegakan hukum yang dilakukan. Jika ditemukan PKL yang tetap berjualan di zona terlarang setelah menerima peringatan, Satpol PP dapat melakukan 
penertiban, termasuk penyitaan barang dagangan sesuai prosedur yang berlaku. Meski demikian, tindakan ini tetap diupayakan agar berjalan secara 
humanis dan tidak merugikan pedagang secara berlebihan. Mereka diberikan kesempatan untuk mengambil kembali barang yang disita melalui 
mekanisme yang telah ditentukan, sehingga ada kejelasan dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Dengan berbagai langkah ini, Satpol PP 
berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.


4. Pertanyaan tentang barang dagangan hasil angkut oleh SATPOL PP mengangkut dagangan PKL ke diangkut kemana dan terkait biaya administrasi 
yang harus dibayar oleh pedagang 

Dalam wawancara dengan Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., selaku Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten 
Sidoarjo, beliau mengungkapkan bahwa barang dagangan yang disita dalam operasi penertiban Satpol PP biasanya disimpan di gudang barang bukti 
milik pemerintah daerah. Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dan Peraturan Daerah, tindakan ini 
merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  Permendikbud  
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.  Dalam regulasi tersebut, Satpol PP berwenang untuk  melakukan 
penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang  berjualan  di  lokasi terlarang, seperti trotoar, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya yang 
mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Setelah barang dagangan diangkut, pedagang yang ingin mengambil kembali barang mereka harus 
mengajukan permohonan kepada pihak berwenang dan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Raden Novianto menjelaskan bahwa besaran biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh pedagang bervariasi, bergantung pada kebijakan daerah 
dan jenis pelanggaran yang terjadi. Biaya ini umumnya berupa denda administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah dan bertujuan memberikan efek 
jera bagi pelanggar. Sebagaimana diatur Pemerintah daerah hanya dapat melakukan pungutan dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang  Pajak   dan Retribusi Daerah   jika ada dasar hukum yang jelas dan dengan tujuan meningkatkan ketertiban umum. Selain itu, Permendagri 
Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan prosedur yang transparan dan sesuai untuk menyimpan dan 
melepaskan barang yang merupakan hasil penertiban. Oleh karena itu, pedagang yang terkena razia diimbau untuk mematuhi regulasi yang berlaku 
guna menghindari sanksi yang lebih berat di kemudian hari.

Selain mekanisme pengangkutan dan penyimpanan barang hasil penertiban, Satpol PP juga memiliki prosedur khusus dalam menangani barang yang 
tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., menjelaskan bahwa jika dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan barang tersebut tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemerintah daerah berhak untuk mengambil langkah lanjutan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Langkah ini dapat berupa pelelangan barang, pemanfaatan untuk kepentingan sosial, atau bahkan pemusnahan jika barang 
yang disita dianggap tidak lagi memiliki nilai guna. Semua proses ini dilakukan secara transparan  dengan  mengacu pada regulasi  yang  berlaku, 
seperti  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,   yang mengatur tata cara pengelolaan dan 
pemindahtanganan aset pemerintah. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tidak ada kesalahpahaman atau tuduhan mengenai penyalahgunaan 
barang hasil penertiban oleh Satpol PP [8].

Lebih lanjut, dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga aktif melakukan sosialisasi serta 
pendekatan preventif kepada masyarakat, khususnya para PKL yang berpotensi melanggar aturan. Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada pedagang mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, prosedur perizinan yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum 
apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Dengan cara ini, diharapkan pedagang tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya tetapi juga bisa 
berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum. Raden Novianto menegaskan bahwa tindakan represif seperti penyitaan barang adalah langkah terakhir 
yang diambil setelah upaya persuasif tidak berhasil. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan 
masyarakat agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi rakyat kecil dan kebutuhan akan ketertiban di ruang publik.


5. Pertanyaan tentang Sebelum barang diangkut ke mobil SATPOL PP, apa sudah ada pemberitahuan (peringatan) sebelumnya

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo selalu mengutamakan penegakan hukum yang humanis dan sesuai dengan undang-
undang. Sebagaimana dijelaskan oleh Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP 
Kabupaten Sidoarjo, sebelum dilakukan tindakan pengangkutan barang milik pelanggar, terlebih dahulu diberikan peringatan atau pemberitahuan. Hal ini 
dilakukan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa perlu adanya tindakan penertiban secara langsung. 
Sebelum tindakan penertiban dilakukan, masyarakat harus menerima pemberitahuan dalam bentuk teguran lisan, surat peringatan, atau sosialisasi 
berkala agar memahami aturan yang berlaku. Ketentuan ini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti  UU  Pemerintahan Daerah  No. 23 Tahun 2014 
yang   memberikan wewenang kepada  Satpol  PP   untuk menegakkan Perda dan Perkada,   serta Permendagri No. 54 Tahun 2011 yang 
menekankan pendekatan persuasif dan peringatan sebelum tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, setiap upaya penertiban dilakukan dengan prinsip 



kehati-hatian dan tidak serta-merta langsung mengangkut barang milik pelanggar.

Namun, dalam beberapa kasus tertentu, terutama apabila pelanggaran telah berulang kali dilakukan meskipun telah diberikan peringatan, Satpol PP 
memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk penyitaan barang yang melanggar aturan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tindakan tegas diperlukan untuk 
menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang semakin meluas. Satpol PP tetap berusaha melakukan pendekatan yang humanis 
dengan memberikan kesempatan bagi pemilik barang untuk mengambil kembali barang yang disita melalui prosedur yang telah ditentukan. Dengan 
adanya regulasi yang jelas dan tindakan yang terukur, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional 
tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat. Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H. menegaskan bahwa seluruh proses penegakan aturan dilakukan 
dengan dasar hukum yang kuat serta mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih kooperatif dan 
memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi semua pihak.


6. Sanksi yang dikenakan oleh SATPOL PP Ketika PKL ini ternyata seringkali melanggar peraturan

 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten  Sidoarjo bertugas mengawasi peraturan daerah, terutama mengawasi  Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang  sering melakukan pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah,  PKL yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi, kata Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H. Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 juga, yang mengatur Standar Operasional Prosedur SATPOL PP, juga berlaku untuk penindakan PKL. 
Ketentuan ini mengatur bahwa SATPOL PP berwenang untuk melakukan penertiban dan memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar, baik dalam 
bentuk teguran, pembinaan, hingga tindakan lebih tegas seperti penyitaan barang atau pembongkaran lapak yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam implementasinya, sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, PKL yang berjualan di lokasi terlarang atau mengganggu ketertiban umum umumnya akan diberi 
peringatan terlebih dahulu. Jika pelanggaran terus terjadi setelah peringatan tersebut, SATPOL PP dapat mengambil tindakan tambahan seperti menyita 
barang dagangan atau membuang lapak. Selain itu, SATPOL PP diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum administratif sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, termasuk pembatasan, pencabutan izin, atau tindakan lain, sesuai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum dan menegakkan aturan pemerintah daerah [9].

Namun, dalam penerapannya, SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo juga tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan pembinaan 
kepada para PKL agar mereka dapat berjualan di lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 
2011 yang menekankan bahwa dalam melakukan penertiban, SATPOL PP harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, 
sebelum melakukan tindakan tegas, petugas SATPOL PP biasanya melakukan sosialisasi dan mediasi guna mencari solusi terbaik bagi para PKL. 
Meskipun demikian, jika pelanggaran terus berulang, langkah penindakan tetap akan dilakukan demi menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat 
yang lebih luas.


7. Upaya pencegahan agar PKL tidak menjanjakan dagangannya di area yang sudah ditetapkan tidak boleh untuk jualan

Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) menjual barang mereka di 
area yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang. Menurut Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban 
Umum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada para PKL mengenai peraturan yang berlaku serta 
memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari berjualan di area terlarang, seperti mengganggu ketertiban lalu lintas dan kebersihan 
lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menyediakan lokasi alternatif yang lebih sesuai bagi para pedagang sehingga mereka tetap dapat 
menjalankan usahanya tanpa melanggar peraturan.

Langkah preventif lainnya yang diterapkan adalah peningkatan pengawasan dan patroli rutin di area-area yang rawan pelanggaran. Dengan adanya 
patroli ini, diharapkan dapat mencegah PKL untuk berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan juga menghukum mereka yang melanggar [10]. Selain itu, 
penegak hukum juga mengambil tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang terus berjualan di area terlarang; petugas melakukan 
penertiban dan menyita barang dagangan mereka. Tindakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri ( Permendagri) Nomor 54 Tahun 
2011   mengenai  Standar Operasional Prosedur Satpol PP  dalam penegakkan peraturan daerah dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, yang   memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk  menjaga ketertiban umum.

Pemerintah daerah juga terus berupaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik dalam menata PKL tanpa 
mengesampingkan hak mereka untuk mencari nafkah. Dialog antara pemerintah, perwakilan PKL, serta masyarakat menjadi langkah penting untuk 
menemukan kebijakan yang berimbang antara ketertiban umum dan kesejahteraan ekonomi para pedagang. Dengan adanya pendekatan yang humanis 
dan berbasis solusi, diharapkan para PKL dapat memahami pentingnya mematuhi aturan serta dapat berpindah ke lokasi yang telah disediakan tanpa 
adanya konflik berkepanjangan. Dengan demikian, upaya pencegahan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menciptakan 
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ketertiban kota secara berkelanjutan.

Selain itu, guna mendukung efektivitas kebijakan ini, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pemantauan dan penertiban PKL. 
Salah satu bentuk implementasi teknologi ini adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis yang sering digunakan PKL untuk 
berjualan secara ilegal [11]. Dengan adanya sistem pemantauan ini, petugas dapat segera menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi secara real-time. 
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keberadaan PKL yang 
masih melanggar aturan. Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan efektivitas pengawasan dapat meningkat, untuk menciptakan suasana yang 
lebih tenang dan teratur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada patroli fisik oleh Satpol PP.


3. III. Simpulan

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan Perda, termasuk melakukan hukuman 
terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses penertiban dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga tindakan tegas jika 
pelanggaran terus berulang. Tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari PKL dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Sebagai solusi, 
pemerintah daerah dapat menyediakan zona khusus bagi PKL agar mereka tetap dapat berjualan tanpa mengganggu ketertiban. Pendekatan persuasif 
dan program pembinaan usaha juga perlu ditingkatkan agar pedagang lebih memahami aturan dan memiliki alternatif mata pencaharian. Selain itu, 
teknologi seperti sistem pengaduan masyarakat dan CCTV dapat membantu Satpol PP memantau dan melakukan tindakan yang lebih transparan.
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